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ABSTRAK 
REZKY AMALIA ASIS (B11111131), Peranan Unit Identifikasi Dalam 
Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi 
Kasus Di Polrestabes  Kota Makassar), Dibimbing oleh Said Karim 
sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan unit identifikasi 
dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan 
untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses 
penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada 
Polrestabes Kota Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung 
dengan pejabat kepolisian unit identifikasi Polrestabes Kota Makassar  
dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, 
pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan 
pokok permasalahan. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: bukti 
sidik jari merupakan bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een 
deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa 
keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil 
untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut 
sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa 
dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam 
praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat 
dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam 
mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas 
akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari 
TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus 
sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya 
mengandalkan pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan 
cara scientific Crime Investigation (penyidikan secara Ilmiah). Hal ini 
sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik 
nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus 
menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan 
perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan 
dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa 
keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh 
kepada hukum. 
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma 
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, 
dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 
dilakukan. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen 
meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatics) yang melihat 
perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (nomodinamic) 
yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Hukum adalah 
tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang 
perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu 
aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu 
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kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. 
Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya 
memperhatikan satu aturan saja. 
Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam 
sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium 
Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik 
lainnya). 
Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana 
akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan 
menjadi tulang punggung (back-bone) dalam proses peradilan pidana 
terutama pada pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. 
Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di 
pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti 
menjadi alat bukti yang utama (andalan). 
Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro 
dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di 
laboratorium atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi 
dan atau Surat (Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan 
unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau 
tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi 
alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka. 
Berdasarkan uraian di atas maka fokus utama dari scientific crime 
Investigation adalah barang bukti mikro (micro evidence) yaitu bagaimana 
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barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang 
bukti diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses 
pemeriksaan laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan 
laboratoris kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam 
proses pemeriksaan saksi-saksi / tersangka oleh penyidik. 
Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan 
untuk menanggulagi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem 
peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, 
dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian 
sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai 
pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk 
memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-
sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk 
menanggulangi kejahatan. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 
empat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan 
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik 
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Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 
POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari 
mana pun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep 
manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh 
pakar tata negara Belanda Van Volenhoven dengan teorinya yang 
terkenal “Catur Praja”. Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu 
adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif 
(Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI 
yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang 
selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak 
hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi 
supermasi hukum dan hak asasi manusia, Pemelihara keamanan dan 
ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu 
kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.   
Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota 
Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan 
sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai 
peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik 
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seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan 
identitas diri seseorang tersebut. 
Dalam ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) menyebutkan bahwa 
tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan 
berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik 
jari1 seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan 
meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. pengambilan dan 
pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, 
melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini 
adalah pihak Kepolisian. 
 Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Penulis memilih 
judul skripsi “Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk 
Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus di Polrestabes 
Makassar)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdsarkan penggunaan latar belakang masalah tersebut diatas 
maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan 
untuk mengungkap suatu tindak pidana ? 
2. Bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi dalam proses 
penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ? 
                                                             
1 Sidik Jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis pararel yang tinggi 
letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga, membentuk suatu pola di bagian 
tengahnya ujung jari (Buku pintar Forensik ; hal. 359) 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 
diadakannya penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui peranan unit identifikasi dalam proses 
penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana . 
2. Untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam 
proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana . 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi 
kita semua, khususnya para aparat penegak hukum untuk dijadikan 
bahan pertimbangan dalam melakukan tindak selanjutnya dalam 
upaya menangani proses penyidikan. 
2. Diharapkan agar tulisan ini agar dapat menjadi rujukan atau 
masukan bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Identifikasi 
Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 2 
Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas 
Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran 
Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk 
kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian 
dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan 
identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam 
rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. 
Identifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
merupakan penentu atau penetapan identitas seseorang , benda , dsb . 
Dalam perkembangan identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali 
terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cara mengenali melalui 
ciri-ciri yang ada pada orang atau hewan dan  benda  tersebut. Dalam 
ilmu kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah Identifikasi mengandung 
pengertian “Usaha mencari sejumlah persamaan suatu makluk (manusia, 
benda dan hewan) dengan membandingkannya dengan makluk lain, 
dengan maksud mencari persamaan atau sejumlah persamaan antara 
kedua makluk itu.” 
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B. Pengertian Penyidik 
Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan 
berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan 
Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan 
oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk 
menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan 
adalah suatu proses untuk mencaribukti-bukti yang menguatkan suatu 
tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah 
seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. 
Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang 
menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara 
pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk 
penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan 
pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim 
yang bertugas memanggil terdakwa.  
Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada 
tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan 
berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya 
membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan 
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“penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan 
keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang 
Kejahatan (Belanda = "Opsporing") (Inggris = "Investigation").  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 
cetakan kedua thn 1989 hallaman 837 di ketemukan bahwa yang di 
maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang 
diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti 
pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti 
periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati. 
Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) 
KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.  
Dan yang menjadi perbedaan di antara Penyelidik dan Penyidik 
ialah Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. 
Menurut Pasal 5 KUHAP penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas 
dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, 
seorang Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan 
berpangkat cukup tinggi. 
 
 
 
 10 
C. Syarat-Syarat Penyidik 
Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 
ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. 
Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti 
misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat 
kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut 
secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  
Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang 
ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan 
kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ( PP No. 27 / 1983 ) tentang 
Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah 
rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil 
serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat 
Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan 
wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.  
Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh 
dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit 
Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana 
 11 
umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan 
terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan 
sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik ( 
Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang 
berwenang ). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 
ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat 
Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 
1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 
Nomor 5 Tahun 1983 ( UU ZEE No. 5 /1983 ) yang menentukan bahwa 
penyidik penyelenggara UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik 
Indonesia. Jadi bukan pegawai negeri sipil . Dalam penjelasan pasal 17 
PP No.27/1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, 
Zona Tambahan , Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif 
dilakukan oleh perwira Angkatan Laut dan penyidik lainnya di tentukan 
oleh UU . Tetapi khusus untuk pelanggaran ZEE sesuai dengan UU No. 5 
/ 1983 penyidikan hanya dilakukan oleh Angkatan Laut Republik . 
Penyidikan terhadap ZEE tersebut diberikan khusus secara mandiri 
kepada Angkatan Laut Republik Indonesia disebabkan batas wilayah 
Republik Indonesia hanya 12 Mil saja sedangkan ZEE meliputi 200 Mil. 
Wajarlah dengan peralatan yang memadai, penyidikan hanya diberikan 
kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.  
Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan 
kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat 
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suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang 
singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping 
harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , 
penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. 
Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan 
dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak 
pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat 
mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak 
jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan 
berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak 
nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang 
dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa: 
“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang 
ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi 
setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak 
kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak 
mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka 
dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan 
bebasnya perkara itu di pengadilan”. 
 
Apabila diperhatikan secara seksama. kegagalan suatu penyidikan 
disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya 
suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar 
belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan tekhnologi dan 
metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi 
sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan 
dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi tekhnik 
hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk 
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memperbaiki tekhnik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan 
keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. 
Menurut Andi Hamzah, bahwa : Andi Hamzah , Pengantar Hukum Acara 
Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. I983  
“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki 
pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan 
bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan 
tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan 
hukum acara pidana”.2 
 
Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran 
material,antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan 
kriminologi. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh 
pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada 
sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan 
pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan 
terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus 
menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring 
tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati 
ke hati3. 
Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan 
dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik 
untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi 
bukti fisik.  
                                                             
2 Andi Hamzah,  Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983, 
3 Ibid, hal 34-36 
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Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalislik yang sangat 
berperan seperti. Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, 
Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi ( Sidik Jari ), Jejak 
kaki, Antropometri dan Antropologi . 
Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran 
materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, 
tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk 
itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain 
tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk 
mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan 
serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu krimonologi.  
Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban 
penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan 
berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun 
demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat 
dan hati-hati akan membuahkan hasil. 
 
D. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri 
Nikolas Simanjuntak menjelaskan kewenangan, tugas dan 
kewajiban sebagai berikut
4
 :  
“Dengan wewenang (authority) dimaksudkan sebagai kuasa 
(power) yang melekat pada status jabatannya untuk secara bebas 
melakukan atau tidak melakukan tindakan. Wewenang itu berarti 
boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan”. 
                                                             
4
(https://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustiansiagian/2011/10/26/b-tinjauan-umum-
tentang-penyidikan/) 
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Dalam pelaksanaan wewenang itu, semua orang yang dikenai 
tindakan menjadi wajib mentaatinya, sebab jika tidak ditaati, maka akan 
ada sanksi yang dapat dikenakan oleh pejabat berwenang itu. Tolak 
ukurnya adalah seberapa pentingnya keadaan konkret menuntut adanya 
tindakan kepolisian (menurut wewenang itu) perlu dilakukan. Wewenang 
menjadi dasar kebebasan untuk bertindak bagi seorang pejabat yang 
memilikinya. Kebebasan itu disebut juga sebagai diskersi sehingga 
wewenang diskresioner, artinya kebebasan bertindak yang melekat pada 
jabatannya. 
Tugas5 adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan untuk 
melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai pejabat. 
Kewajiban6 itu sendiri adalah tuntutan pelakanaan tugas yang 
memiliki sanksi oleh wewenang, bilamana tugas dan wewenang itu tidak 
ditaati atau tidak dilaksanakan. 
Dengan uraian itu, mau ditegaskan bahwa ketiga hal sebagai 
wewenang, tugas, dan kewajiban adalah bernilai hukum karena 
mengandung sanksi. Namun, di samping nilai hukum, juga ada implikasi 
akibat praktisnya yang harus diikuti dengan manajemen adiministrasi 
ketatausahaan, profesionalitas dan integritas personal pribadi dalam 
menjalankannya, serta terhadapnya ada supervise dan pengawasan atau 
control atas pertanggungjawabannya, sebab semuanya itu haruslah diurus 
secara manajerial untuk diselenggarakan menurut standar ukur teknis 
yang rapi, akurat, valid, baik dan benar. 
                                                             
5 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. Purwadarminto 
6 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. Purwadarminto 
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Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam rangka penegakan 
hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam 
keterkaitannya dengan criminal justice system, maka dilakukan penyidikan 
oleh penyidik Polri. 
Sehubungan dengan hal di atas, maka Pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di 
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum 
pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 
17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
kepolisian tersebut menurut peneliti, harus didasarkan kepada ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai 
dengan prosedur hukum yang berlaku. 
Penyidikan merupakan salah satu Tugas Pokok Polri dalam rangka 
melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 
13 huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik 
didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 
menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas 
“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
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sesuai dengan hukum  acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya.” 
Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang 
kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun 
tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, 
sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia ini masih tetap mengacu kepada KUHAP 
maupun peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan 
penyelidikan dan penyidikan. 
Sehubungan dengan hal di atas, berikut ini diuraikan beberapa 
bentuk kegiatan pelaksanaan penyidikan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan 
Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa 
sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana, yang meliputi: 
a. Diketahuinya Tindak Pidana 
Dasar hukumnya adalah Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP; Pasal 
106 KUHAP; Pasal 108 KUHAP; Pasal 109 ayat (1) KUHAP; Pasal 111 
KUHAP. Suatu Tindak Pidana dapat diketahui melalui: Laporan, 
Pengaduan, tertangkap tangan, diketahui langsung oleh petugas Polri. 
Setiap  petugas Polri tanpa menunggu surat perintah dapat 
melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeledahan dan lain sebagainya seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b KUHAP ketika terjadi tindak pidana tertangkap tangan. 
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Terhadap tindakan yang dilakukan, petugas tersebut wajib membuat 
berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. 
Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. 
Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau 
menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk 
mengajukan laporan atau pengaduan kepada kepolisian baik lisan 
maupun tertulis. Begitu juga bagi orang yang mengetahui permufakatan 
jahat untuk melakukan tindak pidana, seketika itu juga agar melaporkan 
hal tersebut kepada kepolisian. Kemudian pegawai negeri dalam rangka 
melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa 
yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada 
kepolisian. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan 
yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani 
oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau 
pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda 
penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. 
Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu 
peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu 
kepada penuntut umum. 
Berdasar ketentuan dalam Pasal 111 KUHAP, dalam hal terjadi 
tindak pidana yang tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan 
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setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, 
ketentraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna 
diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau 
penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau 
penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam 
rangka penyidikan. Penyelidik atau penyidik yang menerima laporan 
tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang 
untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. 
b. Pelaksanaan Penyidikan 
Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau 
merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-
kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan 
penyerahan berkas perkara. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan 
Reserse, yang menjadi dasasr hukumnya adalah: Pasal 5 KUHAP; Pasal 
9 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 102 s/d 105 KUHAP; Pasal 111 
KUHAP. 
Petugas Polri mempunyai kewewenangan menerima laporan atau 
pengaduan tentan adanya tindak pidana, mencaru keterangan dan barang 
bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggang jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan 
tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat 
penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, 
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Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Membawa dan 
menghadapkan seorang pada penyidik. 
Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: Pemeriksaan 
tersangka; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Pemasukan 
rumah; Penyitaan benda; Pemeriksaan surat; Pemeriksaan saksi; 
Pemeriksaan di tempat kejadian; Pelaksanaan penetapan dan putusan 
pengadilan; Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan 
dalam melakukan tindakan tersebut dan dibuat atas kekuatan sumpah 
jabatan. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut 
ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan 
tersebut. 
Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan 
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 
Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, 
penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam 
rangka penyelidikan dan penyelidik wajib membuat berita acara dan 
melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. 
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang 
diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani 
oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Dalam hal pelapor atau 
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pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan 
dalam laporan atau pengaduan tersebut. 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib 
menunjukkan tanda pengenalnya. Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh 
penyidik. 
2. Penindakan 
Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap 
orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang 
terjadi. Berkaitan dengan hal di atas, tindakan hukum tersebut antara lain, 
sebagai berikut: 
a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi 
Yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g 
dan h KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 112 KUHAP; Pasal 113 KUHAP; 
Pasal 116 ayat (4) KUHAP. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lain-
lainnya. 
Penyidik Polri mempunyai kewenangan memanggil orang untuk 
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta mendatangkan 
orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut 
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dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan 
dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. 
Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 
alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi 
yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah 
dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya 
panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 
Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak 
datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas 
untuk membawa kepadanya. 
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan 
yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang 
melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. 
Pada saat pemeriksaan tersangka, apabila si tersangka menghendaki 
untuk dipanggilnya saksi yang menguntungkan, penyidik wajib memanggil 
dan memeriksa saksi tersebut. 
b. Penangkapan 
Yang menjadi dasar hukumnya adalah: Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut: Pasal 5 ayat 
(1) huruf ) angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1)  huruf d KUHAP; Pasal 11 
sampai dengan 19 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 111 KUHAP; 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
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Pelaksanaan Hukum Acara Pidana; Peraturan lainnya (untuk Pasal-pasal 
yang berhubungan dengan penangkapan). 
Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP dijelaskan, “Atas 
perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, 
larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.” 
Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik 
pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), 
kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan 
wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan 
menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan 
acara pemeriksaan singkat yang dapt langsung diserahkan kepada 
penuntut umum. 
Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik 
berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, 
penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. 
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 
Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta 
memperlihatkan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dalam hal tertangkap tangan 
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penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa 
penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti 
yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 
Tembusan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh Polri harus 
diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. 
Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat 
dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku 
pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah 
dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu 
tanpa alasan yang sah. 
Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan setiap 
orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang 
dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib, 
menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti 
kepada penyelidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan 
tersangka, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan 
dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyelidik atau penyidik yang 
menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat 
melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama 
pemeriksaan di situ belum selesai. Adapun hal-hal yang harus 
diperhatikan: 
Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan 
untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, 
mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-
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undang hanya 1×24 jam, kecuali terhadap tersangka kasus narkotik (2×24 
jam); 
Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan 
penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-
turut tidak memenuhi panggilam itu tanpa alas an yang sah; 
Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 (satu) 
surat perintah penangkapan wajib diberikan kepada tersangka dan 1 
(satu) lembar kepada keluarganya. 
c. Penahanan 
Dasar hukum dalam melakukan penahanan oleh penyidik adalah: 
Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 20 ayat (1) 
KUHAP; Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 KUHAP; Pasal 29 sampai 
dengan Pasal 31 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 123 KUHAP. 
Dalam melakukan penahanan, penyidik Polri mempunyai 
kewenangan :  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan. Seperti tercantum di dalam pasal 7 ayat (1)  huruf d KUHAP. 
Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 
ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 
pelimpahan wewenang dari penyidik. 
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 
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mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan 
oleh penyidik atau  penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa 
dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim 
yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan 
alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan 
surat penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim, harus 
diberikan kepada keluarganya. Penahanan tersebut hanya dikenakan 
terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan 
atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut 
dalam hal: Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun 
atau lebih, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 
(4) huruf b. 
Jenis penahanan dapat berupa: Penahanan rumah tahanan 
Negara, Penahanan rumah, Penahanan kota. Penyidik atau penuntut 
umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang 
satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 KUHAP. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara 
tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau 
penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau 
terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. 
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Pertimbangan melakukan penahanan: 
1. Alasan Subjektif 
Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras 
berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan 
melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam 
hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa 
tersangka: 
1) Akan melarikan diri; 
2) Akan merusak atau menghilangkan barang bukti; 
3) Akan mengulangi tindak pidana; 
4) Akan mempengaruhi atau menghilangkan saksi. 
2. Alasan Objektif 
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal 
tersangka melakukan: 
1) Tindak Pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau 
lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP); 
2) Tindak Pidana terhadap Pasal-pasal tertentu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP 
d. Penggeledahan 
Yang menjadi dasar hukum penyidik untuk melakukan 
penggeledahan adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP; Pasal 7 
ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 32 sampai dengan Pasal 
37 KUHAP; Pasal 75 KUHAP; Pasal 125 KUHAP; Pasal 126 KUHAP. 
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Penyelidik Polri atas perintah penyidik dapat melakukan 
penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 
penyitaan. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penyidik 
pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) 
KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 
pelimpahan wewenang dari penyidik. 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan 
penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan 
badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan 
penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. 
Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas 
kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali 
memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal 
tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah 
harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua 
orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. 
Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, 
harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada 
pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. 
Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan 
surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 
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ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan: Pada halaman rumah 
tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya; 
Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; Di 
tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, serta di tempat 
penginapan dan tempat umum lainnya. Dalam hal penyidik melakukan 
penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita 
surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang 
berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda 
yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang 
diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan 
untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri 
setempat guna memperoleh persetujuannya. Kecuali dalam hal tertangkap 
tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: Ruang di mana sedang 
berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tempat di mana sedang 
berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, Ruang di mana 
sedang berlangsung sidang pengadilan. 
Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar 
daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam 
Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua 
pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di 
mana penggeledahan itu dilakukan. 
Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang 
menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila 
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terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka 
tersebut terdapat benda  yang dapat disita. Pada waktu menangkap 
tersangka dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah 
pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. 
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih 
dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau 
keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. 
Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 
penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam waktu dua hari 
setelah memasuki dan atau menggeledah rumah. Penyidik membacakan 
lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang 
bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik 
maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam hal tersangka atau 
keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat 
dalam berita acara dengan menyebut alasannya. 
e. Penyitaan 
Yang menjadi dasar dalam penyitaan adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf 
b angka 1 KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP; Pasal 11 KUHAP; 
Pasal 38 sampai dengan 49 KUHAP; Pasal 128 sampai dengan 132 
KUHAP. 
Penyelidik Polri atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan 
berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan 
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dan penyitaan. Penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan .    
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 
ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin 
untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera 
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh 
persetujuannya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP ayat (1), 
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 
a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau 
sebagai hasil dari tindak pidana; 
b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c) Benda yang dipergunakan untuk mengahalang-halangi 
penyelidikan tindak pidana; 
d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana; 
e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
(2)  Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau 
karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang 
memenuhi ketentuan ayat (1). 
 
Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan 
alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai 
barang bukti. 
Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket 
atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya 
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dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda 
tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan 
untuk itu kepada tersangka dan atau kepada tersangka dan atau kepada 
pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan 
komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat 
tanda penerimaan. 
Penyidik berwenang memerintahakan kepada orang yang 
menguasai benda yang disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya 
untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu 
harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya 
dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau 
tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya 
atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda 
tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. 
Penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban 
menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak 
menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali 
undang-undang menentukan lain. 
f. Pemeriksaan Tersangka, dan Saksi 
Yang menjadi dasar hukum adalah: Pasal 7 ayat (1) huruf d 
KUHAP; Pasal 11 KUHAP; Pasal 51 KUHAP; Pasal 53 KUHAP; Pasal 75 
KUHAP; Pasal 112 sampai dengan 120 KUHAP; Pasal 132 sampai 
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dengan Pasal 133 KUHAP. Penyidik Polri mempunyai kewenangan 
melakukan penangkapan,penggeledahan dan penyitaan . 
Untuk mempersiapkan pembelaan: Tersangka berhak untuk 
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang  dimengerti olehnya 
tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan 
dimulai; Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. 
Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 
alasan pemanggilan jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi 
yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah 
dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya 
panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. 
Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak 
datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas 
untuk membawa kepadanya. 
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan 
yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang 
melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. 
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana 
sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 
penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP. 
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Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, 
penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara 
melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam hal kejahatan terhadap 
keamanan Negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat 
tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. 
Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan 
tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal 
tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah 
lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan 
kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai 
dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. 
Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara 
yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu 
setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka dan atau saksi 
tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu 
dalam berita acara dengan menyebut alasannya. 
Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar 
keterangannya berdiam dan bertempat tinggal di luar daerah hukum 
penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka 
dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman 
atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut. 
Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat 
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ahli tersebut 
mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia 
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akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya 
kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau 
jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk 
memberikan keterangan yang diminta. 
Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, 
kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun 
tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan 
atau perananan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana 
tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 
Yang berwenang mengeluarkan pemeriksaan adalah penyidik atau 
penyidik pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar: Laporan Polisi, 
laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik 
atau penyidik pembantu, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, 
Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan, Petunjuk dari 
Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam hal 
saksi/ tersangka di luar wilayah hukum penyidik/ penyidik pembantu yang 
melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan Penyidik/ Penyidik 
Pembantu  dari kesatuan dimana saksi/ tersangka berada. Metode 
pemeriksaan dapat menggunakan teknik Interview, Interogasi, 
Konfrontasi, Rekonstruksi. 
Dalam pemeriksaan dipertanyakan pula apakah tersangka 
menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (a de charge), dan 
bilamana ada, Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib memanggil dan 
memeriksa saksi tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang 
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menggunakan keekrasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam 
pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersangka ditandatangani oleh 
Penyidik/ Penyidik Pembantu, Tersangka dan Penasehat Hukum dan 
Penerjemah bahasa (bila melibatkan Penasehat Hukum dan Penerjemah 
Bahasa). 
Pemeriksaan saksi/ ahli. Yang dapat diperiksa sebagai saksi adalah 
orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri 
secara langsung suatu tindak pidana. Pendapat maupun rekaan yang 
diperoleh dari hasil pemikiran seseorang bukan merupakan keterangan 
saksi. Keterangan saksi yang satu dengan lain mempunyau nilai 
kebenaran apabila memiliki persesuaian. Di dalam pelaksanaan 
pemeriksaan konfrontasi hindarkan terjadinya konflik dan timbulkan rasa 
simpati agar saksi bersedia memberikan keterangan yang lebih jelas dan 
lengkap. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan untuk tidak dapat 
hadir dalam persidangan di Pengadilan dapat dilakukan penyumpahan 
atau mengucapkan janji baik sebelum atau sesudah memberikan 
keterangan. Berita Acara Pemeriksaan saksi ditandatangani oleh 
Penyidik/ Penyidik Pembantu dan saksi serta penerjemah bahasa bila 
diperlukan. 
Pemeriksaan ahli. Dalam hal penyidik memerlukan keterangan ahli. 
Penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 
pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum diperiksa seorang ahli 
wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik 
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bahwa ia memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-
baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat 
pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia 
dapat  menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Pengambilan 
sumpah atau janji dilaksanakan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku baik 
mengenai isi maupun tatacaranya. Penyidik dapat mengajukan 
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang 
luka atau keracunan ataupun mati serta terhadap benda barang bukti dan 
hal-hal lain yang berkaitan dengan keahliannya. Keterangan yang 
diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut di atas dapat berupa Berita 
Acara Pemeriksaan atau keterangan tertulis. 
Tahap terakhir dalam proses penyidikan yang harus dilalui adalah 
Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Yang didasarkan kepada: 
Pasal 8 KUHAP; Pasal 12 KUHAP; Pasal 107 KUHAP; Pasal 109 ayat 2 
KUHAP; Pasal 110 KUHAP; Pasal 138 KUHAP; Pasal 205 KUHAP; Pasal 
207 KUHAP; Pasal 212 KUHAP. 
Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan 
akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik/ 
Penyidik Pembantu. 
Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; hasil 
pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh; 
Unsur-unsur tindak pidana demi hukum. 
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Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari: pembuatan 
resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk 
menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu 
tindak pidana yang terjadi. Resume harus memenuhi persyaratan formal 
dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah 
ditentukan; Penyusunan isi berkas perkara; Pemberkasan. 
Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman 
berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan 
barang buktinya kepada Penuntut Umum. 
Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan 
penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: tidak terdapat cukup bukti, 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi 
hukum karena :  
1. Tersangka meninggal dunia 
2. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa 
3. Pengaduan dicabut bagi delik aduan 
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. 
 
Kemudian yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan adalah 
administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan merupakan penata 
usahaan kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan dan 
pendataan, baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun 
pengawasan. 
Dasar hukum dari administrasi penyidikan termuat dalam 
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan penyidikan 
tindak pidana. Pertimbangan pelaksanaan administrasi penyidikan untuk 
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keseragaman Standarisasi model formulir dan surat. Pertanggungjawaban 
petugas dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan, Pengawasan.  
 
E. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Di Indonesia 
Apabila dikaji lebih jauh makna dari Sistem Pembuktian Dalam 
Hukum Acara Pidana Di Indonesia maka pertama kita harus 
mendefenisikan apa yang dimaksud dengan Sistem kemudian kita juga 
harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pembuktian. Selanjutnya 
yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana Di 
Indonesia. 
1. Pengertian System 
Menurut The New Webstyer International Dictionary, Sistem 
Berasal dari Bahasa Yunani yaitu Systema yang berarti sesuatu yang 
terorganisasi atau Suatu keseluruhan Kompleks. Jadi Sistem 
mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling 
berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sistem adalah Perangkat 
Unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas 
atau susunan yang teratur dari pandangan, teori dan azas. 
Sedangkan Menurut Penulis bahwa Sistem adalah Bagian-bagian 
yang saling berhubungan didalam satu kesatuan dimana bagian-bagian 
tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 
2. Pengetian Pembuktian 
Kata Dasar dari Pembuktian adalah Bukti, Bukti dapat diartikan 
sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Jadi 
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Pembuktian adalah suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan untuk 
memberikan bukti. 
Selanjutnya kita akan memberikan penjelasan tentang pembuktian 
apabila ditinjau dari kaca mata Hukum, Pembuktian adalah suatu cara, 
proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang Bersalah 
atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam Proses 
Peradilan. 
Menurut M.Yahya Harahap, Pembuktian adalah Ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada si terdakwa. 
3. Pengertian Hukum Acara Pidana  Di Indonesia 
Hukum Acara Pidana Di Indonesia tentunya merujuk kepada 
Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
dimana undang-undang tersebut merupakan hukum positif di Indonesia 
yang berlaku sejak disahkan pada tahun 1981 sampai dengan adanya 
perubahan dan/atau penggatian dari pihak yang berwenang dalam hal ini 
persetujuan eksekutif dan legislatif. 
Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, 
sebelum memaparkan penjelasan sistem pembuktian Dalam Hukum 
Acara Pidana Di Indonesia maka alangkah baiknya kita melihat 
bagaimana sistem pembuktian pada umumnya. 
Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari, 
menemukan dan menggali kebenaran materil (materielle warheid) atau 
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kebenaran yang sesungguh-sungguhnya atau kebenaran hakiki. Dengan 
demikian dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal  adanya kebenaran 
formal (formeele warheid) yang didasarkan semata-mata ditujukan pada 
formalitas-formalitas hukum, akan tetapi ternyata usaha mencari 
kebenaran materil tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan oleh 
kebanyakan orang. Mengapa sampai dikatakan demikian, prakteknya 
memang cukup rumit untuk menemukan kebenaran materil karena hal ini 
sangat bergantung pada berbagai aspek dan dimensi. Seperti dimensi 
waktu, dimana suatu peristiwa pada masa lampau atau beberapa bulan 
yang lalu tidak mungkin dapat diingat seratus persen pada saat sekarang. 
Makin lama waktu lampau itu maka makin sulit buat para hakim untuk 
menyatakan kebenaran atas peristiwa peristiwa tersebut oleh karena 
manusia tidak mampu untuk mengembalikan waktu lampau tersebut. 
Dengan pembelajaran tersebut diatas, disinilah hukum acara 
pidana berperan. Dimana hukum acara pidana  menunjukkan jalan untuk 
berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara 
keyakinan hakim dan kebenaran sejati. Agar supaya hakim  bisa 
mendapatkan keyakinan maka hakim membutuhkan alat-alat guna 
menggambarkan lagi peristiwa-peristiwa yang sudah lampau itu. Dengan 
pandangan demikian dapatlah disebutkan secara jelas bahwasanya jika 
hakim telah menetapkan perihal adanya suatu kebenaran maka aspek ini 
merupakan pembuktian tentang suatu hal. Dan lebih lanjut lagi bahwa 
pembuktian melalui hukum pembuktian  meliputi beberapa dimensi, 
seperti : 
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1. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk 
mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau. 
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan. 
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. 
 
Selanjutnya dalam rangka menerapkan pembuktian, hakim lalu 
bertolak pada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana 
cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang 
diadili. Maka berdasarkan sistem pembuktian pada umumnya dikenal ada 
tiga teori sistem pembuktian, Yakni : 
1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 
(Positif Wettelijke Bewijs Theori) 
2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim. 
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief Wettelijke Bewijs Theori). 
 
Untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem pembuktian dalam 
hukum acara pidana di Indonesia maka kita harus memberikan penjelasan 
satu persatu bagaimana sistem pembuktian pada umumnya. 
1) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara positif 
(Positif Wettelijke Bewijs Theori) 
Berdasarkan teori ini, Sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara positif tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif 
dalam undang-undang. Konkretnya, Undang-undang telah menentukan 
tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara 
bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti 
tersebut  dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau 
tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini hakim terikat pada 
pepatah kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan 
undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun 
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hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa  tidak bersalah. 
begitupun sebaliknya jika tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-
alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus 
menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya 
sebenarnya terdakwa bersalah. 
2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim 
Pada sistem  pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka 
hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan 
tidak terikat oleh suatu peraturan (Conviction Intime). Dalam 
perkembangannya lebih lanjut, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan 
hakim mempunyai dua bentuk yaitu Conviction Intime dan Conviction 
Raisonce. Melalui sistem pembuktian conviction intime maka kesalahan 
terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat 
oleh suatu peraturan. Dengan demikian putusan hakim disini tampak 
timbul nuansa subjektif. 
Penerapan sistem pembuktian Conviction intime mempunyai bias 
subyektif, yaitu “sistem pembuktian conviction intime menentukan salah 
tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan 
hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan 
terdakwa, darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak 
menjadi masalah. Dalam sistem ini keyakinan boleh diambil dan 
disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang 
pengadilan dan bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan 
hakim dan lansung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan 
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terdakwa. Sistem pembuktian conviction intime ini sudah barang tentu 
mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada 
seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa 
didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa 
membebaskan terdakwa dari tindak pidana Yang dilakukannya walaupun 
kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang 
lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam 
sistem pembuktian conviction intime sekalipun kesalahan terdakwa sudah 
cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh 
keyakinan hakim, sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah terdakwa bisa dinyatakan bersalah 
semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang 
dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. 
Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan 
kesalahan terdakwa, seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya 
nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan 
hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem 
pembuktian ini”. 
Sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonce pada 
dasarnya identik dengan sistem conviction intime, lebih lanjut pada sistem 
pembuktian conviction raisonce keyakinan hakim tetap memegang 
peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa akan tetapi 
penerapan keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-
alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. 
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3) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara negatif  
(Negatief Wettelijke Bewijs Theorie). 
Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa 
hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat 
bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan 
didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-
alat bukti tersebut. Dari Aspek historis ternyata sistem pembuktian 
menurut undag-undang secara negatif hakikatnya merupakan peramuan 
antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara pofitif (Positif 
Wettelijke Bewijz Theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan 
hakim (Conviction Intime/Conviction Raisonce). Dengan peramuan ini 
maka substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif (Negatif Wettelijke Bewijz Theorie) tentulah melekat adanya anasir-
anasir sebagai berikut yaitu : Prosedural  dan tata cara pembuktian sesuai 
dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan undang-undang 
dan terhadap alat-alat bukti tersebut, hakim yakin baik secara materil 
maupun secara prosedural. 
Selanjutnya perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan 
keyakinan Hakim melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif 
dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. 
Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistem 
pembuktian pada umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem 
Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijke 
Bewijs Theori) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-
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Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yang 
berbunyi sebagai berikut : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. 
 
F. Dasar Hukum Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan 
Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 2 
Tentang  Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas 
Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran 
Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk 
kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian 
dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan 
identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam 
rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. 
Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata to Identifyartinya 
mengenal kembali. Identityartinya ciri-ciri. Dalam perkembangan 
identifikasidiartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, 
benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada 
orang atau hewan dan benda tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-
ilmu forensik istilah identifikasi mengandung pengertian “usaha mencari 
sejumlah persamaan suatu makluk (manusia, benda dan hewan) dengan 
membandingkannya dengan makluk lain, dengan maksud mencari 
persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makluk itu.”  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penulis 
akan melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Adapun tempat atau 
lokasi penelitian tersebut adalah wilayah kota Makassar, khususnya di 
Polrestabes Kota Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Data Primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung di 
lokasi penelitian dan diperoleh dari hasilwawancara dengan pihak yang 
berkompeten dalam hal ini pejabat Kepolisian. 
2. Data Skunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan 
dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai 
berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini di lakukan dengan cara megadakan observasi dan 
wawancara secara langsung dengan pihak yang di anggap dapat 
memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian 
ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan 
meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dalam 
berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan 
dengan materi yang akan dibahas. 
 
D. Analisis Data 
Data dari hasil penelitian penulis dianalis dengan menggunakan 
teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta 
yang lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan 
menguraikan informasi yang di peroleh dengan menggunakan  
pendekatan normative yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data 
yang diperoleh dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Peranan Unit Identifikasi Daslam Proses Penyidikan Untuk 
Mengungkap Suatu tindak Pidana  
Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan 
untuk menanggulagi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem 
peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, 
dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian 
sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai 
pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk 
memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-
sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk 
menanggulangi kejahatan. 
Dengan adanya Undang Undang Kepolisian No. 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota 
Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan 
sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai 
peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik 
seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan 
identitas diri seseorang tersebut. 
Dalam ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) menyebutkan bahwa 
tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan 
berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari 
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seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan 
untuk menentukan jati diri seseorang. pengambilan dan pengumpulan 
sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar-
benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak 
Kepolisian. 
Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang Undang No. 2 
Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas 
Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran 
Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk 
kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian 
dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan 
identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam 
rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian. 
Identifikasi secara harfiah adalah berasal dari kata to Identify 
artinya mengenal kembali. Identity artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan 
identifikasi diartikan sebagai pengenalan kembali terhadap seseorang, 
benda atau hewan dengan cara mengenali melalui ciri-ciri yang ada pada 
orang atau hewan dan  benda  tersebut. Dalam ilmu kriminalistik dan ilmu-
ilmu forensik istilah Identifikasi mengandung pengertian “Usaha mencari 
sejumlah persamaan suatu makluk (manusia, benda dan hewan) dengan 
membandingkannya dengan makluk lain, dengan maksud mencari 
persamaan atau sejumlah persamaan antara kedua makluk itu.” 
Ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi yang 
berasal dari dua kata Yunani yaitu Dactilos yang berarti jari jemari/garis-
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garis jari dan Scopein berarti mengamati/meneliti. Penyelenggaraan 
Daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, 
mengamati, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, 
mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat 
keterangan sidik jari seseorang. Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut 
diatas dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari 
atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari. 
Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tapak jari, baik yang 
sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupun 
bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan 
kulit telapak tangan maupun kaki. dalam sidik jari untuk keperluan 
pendataan dikenal dengan istilah Data Sidik yaitu rekaman jari tangan 
atau telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur  garis-garis  halus 
dengan pola tertentu. Dalam pembahasan tesis ini hanya mengarah pada 
sidik jari telapak tangan. 
Menurut pejabat kepolisian Unit Identifikasi POLRESTABES Kota 
Makassar dalam hal ini Kepala Urusan Identifikasi Daniel Panandu 
mengatakan bahwa, Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam 
pola penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini 
adalah peranan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana 
adalah : 
1. Sidik Jari sebagai Alat Bukti 
Diera yang serba canggih dan modern seperti saat ini, POLRI 
dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan 
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perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti 
yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan pidana pembunuhan. 
Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 
dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang 
telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian 
alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari 
yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau 
korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan 
keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan 
penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita 
acara kepada penuntut umum/kejaksaan. 
Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih 
sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan 
yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah 
professional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian 
dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal 
di TKP sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal 
pada TKP merupakan jenis sidik jari latent dan memerlukan 
pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas 
yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan 
kembali pada pelaku tindak pidana. 
Setelah sidik jari latent ditemukan di TKP, maka akan dicocokan 
dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari 
latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan 
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sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di 
data base Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari 
latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara 
sah telah memegang sesuatu di TKP. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari 
latent yang ditemukan di TKP guna mencari ada atau tidaknya sidik jari 
asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-
orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di TKP adalah orang-
orang mempunyai kepentingan dalam TKP sebelum adanya laporan 
kehilangan, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk 
mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar 
lingkungan atau dari dalam lingkungan. 
Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (arch), sangkutan (loop), dan 
lingkaran (whorl). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapaa 
sub-group yaitu bentuk busur terbagi menjadi plain arch dan tented arch, 
bentuk sangkutan terbagi menjadi Ulnar loop dan Radial loop, sedangkan 
bentuk lingkaran terbagi menjadi Plain whorl, Central pocket loop whorl, 
Double loop whorl dan Accidental whorl7. Perbedaan utama dari ketiga 
bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada 
lukisan sidik jarinya. 
Pada umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain 
(letaknya berdampingan/kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan 
harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari latent 
tersebut berasal, kemudian sidik jari latent atau sidik jari yang dicurigai 
                                                             
7 Prof.H.R. Abdussalam,SIK,S.H,M.H , Desafuyanto Adri,SH,MH.,(2013). Buku Pintar 
Forensik (Pembuktian Ilmiah), Jakarta : PTIK Press . Hal 361 
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diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada Fingerprint 
Comparator kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas  
dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut. Dalam pemeriksaan 
perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari latent (sidik jari 
yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. 
Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut 
mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran 
garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik 
persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari 
tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari yang sama (identik). 
Dari pengertian Pasal 183 KUHAP, Hakim di dalam menjatuhkan 
putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang 
dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan, dalam KUHAP Pasal 
184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan 
ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. Pasal 186 KUHAP 
menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli 
nyatakan di bidang pengadilan”. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa 
yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. 
Kemajuan tekhnologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam 
mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS 
(Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) yang merupakan 
sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang 
merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu 
lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan 
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disimpan ke dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang 
program KTP nasional yang memiliki single identification number (SIN) 
atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu 
yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam kartu 
merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak 
kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan tehnologi tersebut 
akan mempercepat tugas Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam 
mengungkap tindak pidana. 
2. Hak Kepolisian dalam Mengesampingkan Tindak Pidana 
Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem 
peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain 
adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem 
peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang untuk dapat atau 
tidaknya seseorang masuk dalam peradilan pidana. Dari sinilah segala 
sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan Polisi pada posisi yang 
tidak menguntungkan. 
Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-
bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, 
walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa 
yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan 
serta siapa tersangkanya. Status Polisi sebagai penyidik utama di dalam 
sistem peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang di dalam proses 
menempatkan Polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala 
macam persoalan pidana. Tidak jarang Polisi sebagai penyidik menerima 
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terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti 
dan kurang efisien kalau diproses. 
Tindakan yang dilakukan Polisi untuk melakukan penyaringan atau 
penyampingan terhadap perkara pidana, jika dilihat menurut sikap hukum 
pidana yang kaku dimana tidak mengenal kompromi, maka tidak bisa 
dibenarkan begitu saja tentunya. Sementara jika dilihat dari alasan 
sosiologis yang terkadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih 
dipengaruhi oleh unsur subyektif yang melekat pada diri polisi, juga situasi 
dan kondisi. 
Tugas Polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana 
menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga Polisi dituntut 
untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas 
untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh Polisi pada saat 
penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak 
efisien bagi semua pihak. 
Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi 
menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah 
memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak 
hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti 
mengambil tindakan diskresi Kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai 
arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum 
pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 
oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi 
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ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara 
keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam 
kerangka tugas prefentif  Polisi. 
Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai 
potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, 
kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan 
diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila 
jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah 
menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau 
dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh 
ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan 
kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama 
apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian 
hukum dan hak asasi manusia. 
 
B. Proses Penanganan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan 
Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana 
Menurut Pejabat Unit Identifikasi POLRESTABES Kota Makassar, 
Kepala Urusan Identifikasi Daniel Panandu Mengatakan Bahwa, 
Seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan, petugas menemui 
hambatan atau bahkan gagal dalam mengumpulkan bukti dari TKP. 
Adapun kendala yang ditemui penyidik dalam kegiatan yang dilakukan 
oleh unit identifikasi untuk membantu penyidikan dibagi menjadi 2 faktor, 
yaitu: 
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1. Faktor Intern 
Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam 
mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. 
Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur 
penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang 
menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam 
mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya 
dapat dijadikan bukti. 
Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam 
melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga 
sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, 
keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang 
dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada TKP yang sudah 
lama, disebabkan karena tindak pidana baru diketahui setelah sekian 
lama. 
2. Faktor Ekstern 
Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat 
mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di TKP dalam kasus 
pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan 
bukti. Antusias masyarakat di sekitar lokasi TKP bisa menjadi ancaman 
besar terutama pada keaslian TKP, hal ini dikarenakan pada umumnya 
masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa 
sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan 
bahkan rusaknya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau tertumpuk 
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oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang 
mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan. 
Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya 
TKP, keadaan cuaca/iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-
perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, 
keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik 
kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti 
yang ada.Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi 
kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak 
pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk 
mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi saat 
keadaan banjir. 
Berdasarkan penjelasan dalam bentuk penanganan unit identifikasi 
tersebut diatas, penulis menambahkan kolom tabel dari hasil perolehan 
data di POLRESTABES Kota Makassar yang diberikan oleh penulis dari 
Kepala Urusan Unit Identifikasi Polrestabes Kota Makassar bapak Daniel 
Panandu. Adapun Kolom Tabelnya, Adalah : 
 
Data Kasus Tahun 2014 Yang Ditangani Oleh Unit 
Identifikasi Polrestabes Kota Makassar 
 
No Jenis Kasus Bulan Januari-
Bulan 
Desember 
Jumlah Kasus 
Yang Ditangani 
1 Pencurian 144  Kasus 144 Kasus 
Sumber : Unit Identifikasi POLRESTABES Kota Makassar 2015 
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Berdasarkan data tersebut diatas, dalam penanganan pada kasus 
pencurian yang oleh ditangani oleh unit identifikasi, bapak Daniel Panandu 
mengatakan bahwa : dalam proses penanganannya, ada beberapa 
tahapan yang dilakukan dalam menangani kasus pencurian tersebut, yang 
diantaranya : 
1. Mendatangi dan memotret TKP pencurian. 
2. Melakukan pengamatan di dalam TKP 
3. Melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai menggunakan 
pola spiral , lingkaran atau zigzag . 
4. Mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku. 
5. Meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang 
yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku. 
6. Memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 
untuk dilakukan perbandingan . 
7. Membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan 
diserahkan kepada penyidik yang berwenang . 
 
Penjelasan tersebut diatas merupakan suatu proses tindakan yang 
dilakukan oleh unit identifikasi POLRESTABES Kota Makassar, dalam 
melakukan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan Penjabaran skripsi yang dibuat oleh penulis dan 
sesuai dengan kaidah penilisan karya ilmiah tersebut diatas, maka penulis 
akan memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penyidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 
apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang, kegiatan yang dimaksudkan adalah 
untuk mencari serta menemukan suatu tindak pidana yang terjadi, 
siapa pelakunya dan serta mencari dan menemukan bukti-bukti 
untuk mendapatkan suatu keyakinan. 
Salah satu dari kewenangan yang diberikan dalam KUHAP adalah 
melakukan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sifat dari 
pelaksanaan upaya paksa disatu sisi adalah sebagai upaya untuk 
menciptakan ketentraman di masyarakat. Ditinjau dari sudut 
hukum, setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh 
ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan 
kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan 
terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu 
asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. 
2. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam 
mengolah TKP guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan 
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selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi 
merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan 
petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi 
akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak 
jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. 
Adapun dalam proses penanganannya, ada beberapa tahapan 
yang dilakukan dalam menangani kasus pencurian tersebut, yang 
diantaranya : 
1. Mendatangi dan memotret TKP pencurian. 
2. Melakukan pengamatan di dalam TKP 
3. Melakukan pemotretan disetiap langkah ditandai 
menggunakan pola spiral , lingkaran atau zigzag . 
4. Mengambil sample yang diduga terdapat sidik jari pelaku. 
5. Meminta kepada korban untuk menunjukkan kondisi barang 
yang diduga terdapat jejak atau sidik jari pelaku. 
6. Memotret dan mengangkat sidik jari lalu dituangkan di AK23 
untuk dilakukan perbandingan . 
7. Membuat berita acara hasil perbandingan sidik jari dan 
diserahkan kepada penyidik yang berwenang . 
 
Ketelitian petugas dalam melakukan identifikasi juga sangat 
diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Petugas 
identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus 
dalam melakukan penyidikan di TKP untuk mengumpulkan bukti, 
oleh karena itu tidak semua petugas Polisi diberi wewenang untuk 
melakukan penyidikan. Peralatan juga merupakan salah satu faktor 
terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan 
untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik 
dalam mengumpulkan bukti. 
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B.  Saran 
Adapun saran yang akan dikemukakan oleh penulis dalam 
penulisan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut : 
1. Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya 
untuk segera mengesahkan RUU Daktiloskopi menjadi UU 
Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (Indonesia 
Automatic Fingerprint Identification System) dan mengingat sifat-
sifat dari sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga 
kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari 
warga negara Indonesia di usia sedini mungkin. 
2. Mengingat untuk menghimpun sidik jari nasional dari masyarakat 
awam hanya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk 
mendapatkan SKCK, dapat diperluas dengan mengambil sidik jari 
pada saat pengambilan ijasah kelulusan, baik dari tingkat Sekolah 
Dasar Maupun Perguruan Tinggi serta pada masyarakat yang 
hendak membuat kartu tanda penduduk (KTP). 
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